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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

pandemi Covid-19 terhadap penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih tepatnya untuk 

menguji dan menganalisis apakah terdapat 

perbedaan kontribusi antara Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah antara saat aturan PPKM 

diperketat dan setelah aturan PPKM diperlonggar. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan 

metode judgment sampling. Data yang digunakan 

sebagai alat analisis adalah data realisasi pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah Kota Surakarta 

dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang 

diperoleh dari BPKAD Kota Surakarta. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kontribusi pajak daerah di Kota Surakarta 

antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM 

diperlonggar, serta tidak terdapat perbedaan 

kontribusi retribusi daerah di Kota Surakarta antara 

saat PPKM diperketat dan setelah PPKM 

diperlonggar. 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Pandemi Covid-19 

 

PENDAHULUAN 

Kota Surakarta, atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan Solo telah menjadi daerah otonom sejak 

2004 yang berarti memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan 

pembangunan di wilayahnya sendiri. Oleh sebab itu 

menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, daerah diberi sumber-

sumber keuangan negara untuk membiayai 

pengeluarannya. Pajak daerah dan retribusi daerah 

menjadi salah satu sumber keuangan daerah 

tersebut. Pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan 

daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah 

Kota Surakarta yakni Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi terkait. 

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di 

Kota Surakarta semakin meningkat dari tahun ke 

 

 

tahun. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan 

aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya 

semakin meningkat. Sebagai sebuah daerah, Kota 

Solo sejak dulu lebih mengandalkan sektor jasa dan 

perdagangan karena tidak memiliki lahan pertanian. 

Namun, Solo dianggap memiliki potensi yang 

sangat besar untuk dikembangkan sebagai industri 

kreatif.  Hasil penelitian tahun 2010 oleh Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) bersama Kantor 

Bank Indonesia (KBI) Solo menyatakan, Solo 

mempunyai potensi pada tiga subsektor industri 

kreatif, yaitu fashion, kerajinan, dan seni 

pertunjukan (Kompas.com, 2010). Selain potensi 

dalam industri kreatif, Kota Solo termasuk dalam 

tiga daerah yang dinobatkan sebagai 'Kota 

Mahasiswa' atau 'City of Intellectual' (Isnanto, 

2020). Kota Surakarta memiliki 5 perguruan tinggi 

negeri dan lebih dari 50 perguruan negeri swasta 

sehingga tidak heran, apabila setiap tahunnya 

terdapat peningkatan kunjungan masyarakat 

pendatang dari luar kota (Agustina, 2022). 

Kehadiran infrastruktur berupa jalan Tol Solo – 

Ngawi dan Solo – Semarang yang dapat menjadi 

penghubung antar daerah pun ikut memberikan 

dampak bagi sektor lain. (Rumah.com, 2021) 

Kehadiran pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal bulan 

Maret 2020 telah memberi dampak pada berbagai 

aspek kehidupan. Akibat semakin banyaknya angka 

kasus positif Covid-19, pemerintah akhirnya 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang diatur dalam PP Nomor 21 tahun 2020. 

Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah kembali 

menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan 

Bali sebagai akibat kenaikan angka kasus positif 

Covid-19 juga ditemukan virus varian delta yang 

lebih berbahaya dari varian sebelumnya. Terjadinya 

pembatasan tersebut telah berdampak pada semua 

sektor seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, 

dan budaya. Akibat ditetapkannya pembatasan di 

Surakarta, tempat wisata ditutup dan event-event 

seni pertunjukan yang biasa digelar terpaksa 



 

 

 

 

ditiadakan sehingga tidak ada wisatawan yang 

datang dan banyak berdampak pada subsektor lain 

seperti industri kerajinan dan fesyen. Selain itu, 

sebagian besar perguruan tinggi menetapkan kuliah 

online sehingga banyak mahasiswa memilih untuk 

pulang ke kampung halaman masing-masing. Hal 

tersebut berdampak pada menurunnya rata-rata 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota 

Surakarta. Saat PPKM diperketat tahun 2020 dan 

2021 realisasi penerimaan pajak daerah menurun 

dari tahun 2019 sebesar 82,64%, dan realisasi 

penerimaan retribusi daerah menurun sebesar 

88,60%. 

Pemberlakuan PPKM di beberapa daerah 

di Indonesia mulai melonggar seiring tren 

penurunan kasus aktif Covid-19 sejak awal tahun 

2022 di Kota Surakarta khususnya, menyebabkan 

berbagai aktivitas seperti ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan budaya berangsur membaik. 

Diselenggarakannya berbagai event salah satunya 

ASEAN Para Games, dibukanya kembali tempat 

wisata, universitas yang mulai kembali melakukan 

kuliah tatap muka, dan sebagainya diharapkan 

mampu memberikan efek positif khususnya pada 

peningkatan pajak dan retribusi daerah Kota 

Surakarta. 

Penurunan penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah pada masa pandemi Covid-19 

mengakibatkan kontribusi masing-masing elemen 

berubah. Hal ini menjadi perhatian penting karena 

pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber 

pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk 

membiayai pembangunan dan pemerintahan. Oleh 

karena itu, BPKAD Kota Surakarta sebagai instansi 

terkait terus berupaya meningkatkan penerimaan 

daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagai akibat dari pandemi Covid-19.  

Penelitian terdahulu yang membahas 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sudah 

banyak diteliti oleh para peneliti sepeti penelitian 

yang dilakukan oleh (Taluke, 2013); (Prameka, 

2013); (Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi, 2016); (Ifa, 

2017); (Zulfikar & Rahman, 2019). Namun 

penelitian tersebut membahas mengenai kontribusi 

pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah 

terhadap PAD tanpa adanya fenomena yang luar 

biasa, sedangkan penelitian ini melakukan pengujian 

terhadap perbedaan kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap PAD sebagai dampak 

pandemi Covid-19. Selain itu, perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data, lokasi, 

dan waktu penelitian. Sebelumnya, penelitian 

dilakukan di Halmahera Barat tahun 2007-2011, 

Malang tahun 2007-2011, Pacitan tahun 2011-2014, 

Jember tahun 2010-2015, dan Barru tahun 2013-

2017. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukkan perbedaan kontribusi pajak daerah 

dan retribusi daerah di Kota Surakarta tahun 2020 

dan 2021 pada saat PPKM diperketat dan tahun 2022 

setelah PPKM diperlonggar. 

LANDASAN TEORI 

Teori Agensi 

Teori keagenan (agency theory) menerangkan 

hubungan kontraktual antara principal (pemilik 

perusahaan) dengan agen atau manajer (Godfrey, 

Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 2010). 

Dalam organisasi sektor publik, teori agensi dapat 

diartikan sebagai hubungan antara masyarakat 

sebagai principal dengan pemerintah daerah sebagai 

agen. 

Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang 

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita 

penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang 

disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan 

(Arsyad, EKonomi Pembangunan, 2010). Selain itu, 

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa 

pembangunan ekonomi juga memerlukan 

peningkatan struktur sosial, sistem kelembagaan 

(baik organisasi ataupun aturan), dan perubahan 

sikap dan perilaku masyarakat sebagai komponen 

lain yang penting. Di lain sisi, pertumbuhan 

ekonomi hanya diartikan sebagai kenaikan GNP 

atau GDP tanpa memandang komponen-komponen 

lain tersebut. Pertumbuhan ekonomi digunakan 

untuk menggambarkan adanya kemajuan suatu 

perekonomian dan tercapainya taraf kemakmuran 

yang tinggi (Sukirno, 2005) 

Anggaran 

Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi 

kinerja yang akan dicapai selama waktu tertentu dan 

dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 

Akuntansi Sektor Publik, 2018). Pada pemerintah 

daerah, terdapat anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) yang dapat didefinisikan sebagai 

rencana keuangan pemerintah daerah baik provinsi, 

kabupaten maupun kota selama satu periode yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). 

Komponen dalam APBD yaitu pendapatan daerah, 

belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan 

daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 

diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.  

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi 

pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, 

pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah 
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sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

Pandemi Covid-19 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah 

penyakit menular berupa infeksi pernapasan yang 

disebabkan oleh virus corona jenis baru yaitu 

sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. 

Tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus 

pertama Covid-19. Sejak saat itu terjadi peningkatan 

dan penyebaran kasus Covid-19 dengan cepat di 

seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah akhirnya 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) melalui PP Nomor 21 tahun 2020 dan sesuai 

dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman PSVV dalam rangka Percepatan 

Penanganan Covid-19. Selain dengan menganjurkan 

protokol kesehatan, pemerintah juga terus 

melakukan upaya untuk menangani pandemi Covid-

19 melalui program vaksinasi. Vaksinasi diharapkan 

dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan 

sebagai tahap awal untuk menangani dampak 

pandemi khususnya membantu proses percepatan 

pemulihan ekonomi nasional (Kementerian 

Sekretariat Negara, 2023) 

 

Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah di Kota 

Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan 

Setelah PPKM Diperlonggar 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan utama dari pemerintah Daerah itu 

sendiri yang diperoleh dari wajib pajak. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Fadilla & Wafiroh, 2022) 

setelah diberlakukannya masa new normal 

menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan 

restoran meningkat daripada saat pandemi Covid-

19. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan kontribusi pajak 

daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM 

diperketat dan setelah PPKM diperlonggar 

 

Perbedaan Kontribusi Retribusi Daerah di Kota 

Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan 

Setelah PPKM Diperlonggar 

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen 

PAD yang juga menjadi sumber pendapatan 

pemerintah daerah selain dari pajak daerah. 

Pendapatan dari retribusi daerah juga terkena 

dampak dari adanya pandemi Covid-19. Hasil 

analisis dari penelitian (Syamsul, Nurlailah, & 

Nurhadi, 2022) menyatakan bahwa terjadi 

perbedaan realisasi pendapatan daerah yang didapat 

dari pajak dan retribusi daerah sebelum dan selama 

pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, 

hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H2: Terdapat perbedaan kontribusi retribusi 

daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM 

diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistika Deskriptif (Dalam Jutaan) 

Variabel N Min Max Mean St. Dev 

Pajak Daerah 18 3.101 96.020 39.171 33.563 

Retribusi Daerah 42 2 11.976 2.524 3.541 

Pajak Daerah di Kota Surakarta yang nilainya 

minimum adalah Rp3.101.000.000 adalah Pajak 

Parkir saat PPKM diperketat dan yang memiliki 

nilai maksimum adalah BPHTB saat PPKM 

diperlonggar yaitu sebesar Rp96.020.000.000. Pajak 

Daerah sendiri memiliki nilai rata-rata sebesar 

Rp39.171.000.000 dan standar deviasi sebesar 

Rp33.563.000.000. 

Retribusi Daerah di Kota Surakarta yang 

nilainya minimum sebesar Rp2.000.000 yaitu 

Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) saat PPKM 

diperlonggar dan yang memiliki nilai maksimum 

adalah Retribusi Pelayanan Pasar – Kios  saat PPKM 

diperlonggar yaitu sebesar Rp11.976.000.000. 

Retribusi Daerah secara keseluruhan memiliki rata-

rata sebesar Rp2.524.000.000 dan standar deviasi 

sebesar Rp3.541.000.000. 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas 

Variabel 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

One-Sample Kolmogorov 

Smirnov 

Pajak Daerah 0,024 

Retribusi Daerah 0,000 

Dapat diketahui melalui tabel bahwa variabel Pajak 

Daerah secara keseluruhan memiliki nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,024 dari uji one-sample 

kolmogorov smirnov test. Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 5% (0,024 < 0,05), artinya 

data Pajak Daerah secara keseluruhan tidak 

berdistribusi normal. 

Selanjutnya variabel Retribusi Daerah 

secara keseluruhan memiliki nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 dari uji one-sample 

kolmogorov smirnov test. Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 5% (0,000 < 0,05) yang 

artinya data Retribusi Daerah secara keseluruhan 

tidak berdistribusi normal. 
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Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

diuraikan, maka uji hipotesis akan dilakukan dengan 

statistika non parametrik dengan menggunakan uji 

Wilcoxon Rank-Sum Test. 

Uji Hipotesis Wilcoxon Rank-Sum Test 

Variabel 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
Hasil 

Pajak Daerah 0,008 

Terdapat 

perbedaan 

rata-rata 

Retribusi Daerah 0,476 

Tidak terdapat 

perbedaan 

rata-rata 

Variabel Pajak Daerah memiliki nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,008. Hasil pengujian ini lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,008 < 0,05) 

yang berarti terdapat perbedaan kontribusi pajak 

daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM 

diperketat dan setelah PPKM diperlonggar.  

 Hasil uji wilcoxon rank-sum test terhadap 

variabel Retribusi Daerah memiliki nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,476. Hasil pengujian ini lebih 

besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 

5%.(0,476 > 0,05), artinya tidak terdapat perbedaan 

kontribusi retribusi daerah di Kota Surakarta antara 

saat PPKM diperketat dan setelah PPKM 

diperlonggar. 

 

PEMBAHASAN 

Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah di Kota 

Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan 

Setelah PPKM Diperlonggar 

Hasil pengujian pada hipotesis pertama adalah 

terdapat perbedaan kontribusi Pajak Daerah di Kota 

Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah 

PPKM diperlonggar. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil uji hipotesis menggunakan wilcoxon rank-sum 

test yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,008 lebih kecil dari tingkat signifikansi 

5%. 

 Setelah aturan PPKM diperlonggar pada 

tahun 2022, semua jenis Pajak Daerah di Kota 

Surakarta mengalami peningkatan. Adanya 

perbedaan kontribusi Pajak Daerah antara saat 

PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar 

adalah karena terjadi peningkatan realisasi 

penerimaan pajak daerah setelah aturan PPKM 

diperlonggar sebesar 37,75%. Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilla & 

Wafiroh, 2022) yang menjelaskan bahwa terdapat 

kenaikan kontribusi pajak hotel dan restoran pada 

masa new normal dari saat pandemi Covid-19. 

 

Perbedaan Kontribusi Retribusi Daerah di Kota 

Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan 

Setelah PPKM Diperlonggar 

Hasil pengujian pada hipotesis kedua adalah tidak 

terdapat perbedaan kontribusi Retribusi Daerah di 

Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan 

setelah PPKM diperlonggar. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil uji hipotesis menggunakan 

wilcoxon rank-sum test yang menunjukkan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,476 lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5%. 

 Setelah aturan PPKM diperlonggar pada 

tahun 2022, tidak semua jenis Retribusi Daerah di 

Kota Surakarta mengalami peningkatan bahkan 

beberapa jenis Retribusi Daerah mengalami 

penurunan walaupun terjadi peningkatan realisasi 

penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan 

sebesar 31,58%. Hal ini menyebabkan tidak adanya 

perbedaan kontribusi Retribusi Daerah antara saat 

PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Alfiani, Lestari, & Isnawati, 2022) 

yang menjelaskan bahwa Covid-19 tidak berdampak 

secara signifikan terhadap penerimaan retribusi 

sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lombok Timur sebelum Covid-19 yaitu 

tahun 2019 dan selama Covid-19 yaitu tahun 2022. 

Selain itu, temuan hasil penelitian oleh (Sari, 2021) 

menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak 

signifikan terhadap retribusi secara keseluruhan, 

yaitu terjadi penurunan pada beberapa jenis 

retribusi, namun beberapa jenis retribusi lainnya 

tidak terkena dampak dari adanya Covid-19 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, 

pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini BPKAD 

Kota Surakarta sebagai instansi terkait masih perlu 

upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah. Meskipun pajak daerah dan 

retribusi daerah baik keseluruhan maupun masing-

masing jenis mengalami kenaikan setelah PPKM 

diperlonggar, akan tetapi masih terdapat beberapa 

jenis retribusi daerah yang mengalami penurunan. 

Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan 

pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. 

Selain itu, pemerintah bisa mengoptimalkan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi 

daerah. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat 

dilakukan dengan memberikan keringanan 

pembayaran pajak dan retribusi daerah serta 

ekstensifikasi dilakukan dengan survey dan 

melakukan pendataan kepada orang pribadi maupun 

badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan 

atau belum membayar retribusi daerah. Hal ini 

diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara 

keseluruhan. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang 

dilakukan pada penelitian ini, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah di 

Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat 

dan setelah PPKM diperlonggar. 

Melonggarnya aturan PPKM seiring 

penurunan kasus aktif Covid-19 menyebabkan 

terjadinya peningkatan realisasi penerimaan 

pajak daerah baik secara keseluruhan maupun 

pada masing-masing jenis pajak daerah di Kota 

Surakarta. 

2. Tidak terdapat perbedaan kontribusi retribusi 

daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM 

diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. 

Pemberlakuan PPKM tidak berdampak pada 

retribusi daerah di Kota Surakarta. 

Melonggarnya PPKM di Kota Surakarta 

menyebabkan naiknya realisasi penerimaan 

retribusi daerah secara keseluruhan namun 

tidak semua jenis retribusi daerah mengalami 

peningkatan bahkan beberapa jenis mengalami 

penurunan. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, keterbatasan 

penulis yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Kota Surakarta tahun 2022 yang digunakan untuk 

mengetahui data pajak daerah dan retribusi daerah 

saat PPKM diperlonggar belum selesai dilakukan 

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal 

ini memungkinkan terjadinya kesalahan baik 

disengaja maupun tidak pada data yang digunakan.

  

Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis dapat memberikan saran diantaranya: 

1. Bagi BPKAD Kota Surakarta 

Sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah, BPKAD Kota 

Surakarta diharapkan gencar melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak 

daerah dan retribusi daerah serta pentingnya 

kontribusi masyarakat terhadap daerahnya 

melalui pembayaran pajak dan retribusi 

daerah. BPKAD Kota Surakarta juga 

diharapkan dapat berkoordinasi dengan dinas 

terkait untuk memanfaatkan peluang misalnya 

lebih banyak menyelenggarakan event seperti 

konser, karnaval, dan kegiatan serupa dalam 

rangka mengoptimalkan penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

manganalisis perbedaan kontribusi pajak 

daerah dan retribusi daerah saat PPKM 

diperketat dan setelah PPKM diperlonggar 

menggunakan data yang sudah diaudit atau 

bisa memperluas periode penelitian dengan 

membandingkan data saat PPKM diperketat, 

PPKM diperlonggar, dan PPKM tidak 

diberlakukan. 
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